
 

 

 
 
 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 6 TAHUN 2017 

 
 TENTANG 
  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA 

JASA PELAYANAN BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT 
DI KOTA PASURUAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa guna memberikan apresiasi bagi warga pelayan 
masyarakat di Kota Pasuruan serta untuk 
meningkatkan kinerja tenaga pendidik keagamaan, 
tenaga pendidik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 
tenaga pendidik Sekolah Menengah Pertama/ 
Madrasah Tsanawiyah, tenaga Pendidikan Anak Usia 
Dini, dan tenaga pendidik yang belum mendapatkan 
sertifikasi dan/atau tunjangan fungsional dari 
Pemerintah dalam memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi masyarakat maka perlu mengubah 
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 80 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan bagi 
Warga Pelayan Masyarakat di Kota Pasuruan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

 
 
 
 

2. Undang-undang … 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  3241); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 
2010; 

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-
2021; 
 
 
 

11. Peraturan … 
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11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat  Daerah; 

12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 
2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemberian 
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota; 

14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah; 

15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 80 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pemberian Biaya Jasa 
Pelayanan bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota 
Pasuruan; 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan   : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 80 
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
BIAYA JASA PELAYANAN BAGI WARGA PELAYAN 
MASYARAKAT DI KOTA PASURUAN. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pemberian Biaya Jasa Pelayanan bagi Warga Pelayan 
Masyarakat di Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 80), diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah 5 (lima) huruf 
yakni huruf d, e, f, g, dan h, sehingga Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 
 

Warga Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, meliputi: 

a. Guru Ngaji; 

b. Guru Sekolah Minggu; 

c. Modin Perawat Jenazah; 

d. Tenaga Pendidik Keagamaan; 
 

e. Tenaga … 
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e. Tenaga Pendidik Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah; 

f. Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama/ 
Madrasah Tsanawiyah; 

g. Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini; dan 

h. Tenaga Pendidik yang belum mendapatkan 
sertifikasi dan/atau tunjangan fungsional dari 
Pemerintah. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 16 Januari 2017 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 

SETIYONO 
 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 16 Januari 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
Ttd, 

 
BAHRUL ULUM 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 6 
 
 

SALINAN 
sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

ttd. 
 

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19681027 199403 1 008 


